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Pilkada dan
Netralitas Media

DALAM setiap momentum politik, ter-
utama pemilu dan pilkada, netralitas
maupun keberpihakan media massa
selalu menjadi perbincangan mena-
rik. Polemik nefralitas media semakin
relevan di tengah situasi media yang
mengalami perkembangan luar biasa
seperl saal ind. Kehadiran media in-
ternet mengakibatkan informasi bagai
alr bah yang memaksa datang ke ha-
dapan kita. Di tengah situasi seperti
itu, kemana media akan berpthak? Bi-
sakah media bersikap netral?

Dalam UU Nomor 40,1999 tentang
Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ),
tak ada pasal yang menyebut kata
“netral”, Barangkall pembuat undang-
undang dan penyusun KEJ sudah
memperkirakan bahwa media itu tak
mungkin netral, Jika netral tak bisa
maka apa yang menjadi pedomar bagl
media dalam memberitakan peristiwa?

UU pers dan KEJ mengamanatkan
beberapa pasal untuk menjaga pro-
fesionalismenya. Misalnya: media/
jurnalis harusah independen, yakni:
memberitakan peristiwa atau fak-
ta sesual dengan suara hatl nurani
tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk
pemilik perusahaan pers.

Selain itu juga harus akurat yang
berarti dipercaya benar sesuai Keadaan
objektif ketika peristiwa terjadi. Media
juga harus mematuhi prinsip berim-
bang yang berarti memberikan ruang

atau waktu pemberitaan kepada ma-
sing-masing pihak secara proporsional).

Eetentuan soal netral hanya ter-
dapat di UU Nomor 32 /2002 tentang
Penylaran. UU ini mengatur soal
lembaga penylaran dalam hal ini
radio dan televisi. Kenapa dua jenis
media i ada prinsip netral? Karena
dua jenis medium il menggunakan
frekuwensi publik untuk beroperasi.
Jumlah frekuensi publik ini terbatas
sehingga harus digunakan untuk
kepentingan publik.

Penulis berpendapat bahwa net-
ralitas media/jurnalis hanya bisa
dilakukan saat tahapan pembuatan
berita. Adapun beritanya akan sa-
ngat sulit netral.Saat sl jurnalis akan
membuat berita dua parpol tersebut,
maka fa akan cenderung membuat be-
rita yang menarik, unik dan penting,
Jika dua partai itu diberitakan tidak
sama maka itu sama saja media ter-
sebut tidak netral. Jadi, proses media
membuat berita tetap berimbang tapi
berita yang dimuat/distarkan tak akan
bisa netral. Sebab, media terikat de-
ngan hal-hal menarik dan penting saja.
Media akan selalu berupaya membe-
ritakan hal penting dengan kemasan
menarik dan relevan.

Jika situasinya seperti itu lalu ke-
mana media harus berpihak. Penulis
berpendapat media harus berpithak
pada fakta. Tidak bisa berpihak pada
institusi tertentu maupun orang per

orang. Berpithaklah pada fakta-fakta
yang ditemukan.

Jika media berpihak pada nama
institusl/nama orang tertentu maka
media dikhawatirkan akan terjebak
pada pencitraan. Media
Jjuga harus memiliki
prinsip haanpir semua
orang memiliki sisi bu-
ruk dan sisi baik. Fak-
ta inflah yang mesti
dikabarkan ke publik
agar publik memiliki
bekal sebelum me-
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pihak lain, seperti polisi dan keluarga
korban. Mungkin mereka mengoreksi

pemberitaan. Maka pada hari ketiga,

koreksi itulah yang diberitakan. Be-

lum lagi jika ada pembaca mengirim

surat hak jawab maupun tanggapan

(Bill Kovach & Tom Rosenstiel. 2001.
The Elemnents ol Journalism. New
York: Crown Publishers).

Jadi, menurut Kovach dan Ro-
senstiel, kebenaran dibentuk harl
demi harl, lapisan demi lapisan.

Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes
kebenaran {tu membentuk sta-
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kebenaran, se- mia!m;ghg; i]l}s?stusiﬁn?éw tata sehingga kita bisa
hingga publik bisa mendapatkan “gambar”
memperoleh infor- yang bisa dipahami publik.
masi yang bisa menjadi panduan, Menyusun puzzle itu butuh waktu

Lalu, sejauh mana jurnalis sebagal
manusia biasa mampu menghadir-
kan kebenaran. Kovach dan Rosens-
Hel menyatakan bahwa jurnalisme itu
hanya menghadirkan kebenaran pro-
sedural, bukan kebenaran di tataran
filosofis dan kebenaran mutlak.

Kovach dan Rosenstiel memberikan
contoh media dalam memberitakan
peristiwa tabrakan lalu lintas. Awal-
nya, media memberitakan kecelakaan
itu: di mana, jam berapa, korbannya
bagaimana dan lain-lain. Di hari ke-
dua, berita itu mungkin ditanggapl

dan barangkali prosesnya lama. Tapi
darl kebenaran sehari-hari ind pula
terbentuk bangunan kebenaran
yang lebih lengkap. Pendirl Majalah
Tempo Goenawan Muhamad menya-
takan media bukanlah kebenaran
tapi mengihktiarkan kebenaran.

Untuk itulah jurnalisme harus
menomorsatukan fakta dan peris-
tiwa. Penggalian fakta di lapangan
menjadi perangkat utama. Perspek-
tif media akan terbentuk oleh fakta.
Perspektif media hanya menentukan
angle bukan isi berita. (*)



